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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM 

TERSANGKA, PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PEMERIKSAAN, 

KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA  

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, wajib memberikan perlindungan hukum 

terhadap warga masyarakatnya, sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 alinea ke empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia”. Perlindungan hukum berdasarkan 

Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia 

atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, 

serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan 

perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu 

dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi 

semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.14 

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah “protection of 

the law”. Pengertian Perlindungan Hukum (dalam, one.indoskripsi.com), 

yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang 

maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan 

14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai 

dengan hak-hak asasi yang ada.15 

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum 

pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah 

dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya 

menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 

hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum 

dasar)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan 

terhadap “fundamental rights” (hak-hak dasar/asasi). 

Perbedaan antara Hak-hak Asasi Manusia dengan Hak-hak Dasar, 

adalah sebagai berikut : 

a. Hak-Hak Asasi Manusia :

1) terjemahan dari istilah mensenrechten, human right;

2) memiliki pengertian sangat luas sehingga menunjuk pada hak-hak

yang dibela dan dipertahankan secara internasional; 

3) konotasi hak asasi manusia berkaitan dengan asas-asas ideal dan

politis.16

Pada amandemen kedua UUD 1945 ditetapkan penambahan bab baru, 

yaitu bab XA (Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J) yang mengatur Hak 

15 Darwan Prinst. 2001. Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Hlm 19 
16 Ibid. Hlm.22 
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Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya, mengatur mengenai 

perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang menjunjung tinggi 

prinsip; “equality before the law” (sesuai asas-asas hukum di dalam 

KUHAP), yaitu: 

1. Pasal 28 A, berbunyi:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya. 

2. Pasal 28 D, berbunyi :

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. 

3. Pasal 28 G, berbunyi :

1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi. 

2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh 

suaka politik dari negara lain. 

4. Pasal 28 I, berbunyi :
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1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.  

2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.  

5. Pasal 28 J, berbunyi :  

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 

dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Disebutkan pula, mengenai tanggungjawab pelaksanaan perlindungan hak 

ini, tercantum dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi :  

3) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.  



21 

 

4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan.  

b. Hak-Hak Dasar :  

1)   terjemahan dari istilah grondrechten, fundamental rights;  

2)  hanya mempunyai kaitan erat dalam suatu negara bangsa/melalui 

hukum nasional;  

3) konotasi hak-hak dasar jelas dan tegas, merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari UUD (lebih ke aspek yuridis);  

hak-hak dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 yang 

berkaitan dengan kehidupan berkeadilan sosial, antara lain: 

a) kesamaan kedudukan dalam hukum dan wajib menjunjung hukum; 

b) kesamaan kedudukan dalam pemerintah dan wajib menjunjung 

pemerintahan tersebut; 

c) berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; 

d) perekonomian merupakan usaha Bersama atas dasar kekeluargaan; 

e) penyelenggaraan produksi yang penting bagi negara, yang menguasai 

hajat hidup orang banyak; 

f) kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran 

orang perseorangan; 
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g) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan 

hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani 

proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain: 

1) Hak Perlindungan 

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan 

hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999. 

2) Hak Rasa Aman 

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan 

hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999). 

3) Hak Bebas dari Penyiksaan 

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan 

yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiaanya (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999). 

4) Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang 
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Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, 

atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999). 

5) Hak Tidak di Siksa 

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 

sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik 

jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan 

atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, atau 

mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk 

suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila 

rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan 

dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau 

pejabat public. (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999). 

B. Tinjauan Umum tentang Tersangka 

1. Pengertian Tersangka 

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang 

karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan 

patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka 

merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana 
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salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses 

peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan 

hukum. 

2. Klasifikasi Tersangka 

Inbau dan Reid mengemukakan bahwa tersangka dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu sebagai berikut:17 

1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan 

Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk 

memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang 

menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh 

dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.  

2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti 

Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara 

hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik 

keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan 

dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga 

melakukan tindak pidana.  

C. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan 

1. Pengertian Penyelidikan 

                                                           
17 Gersan W Bawengan. 1989. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Hlm. 20 



25 

 

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan menurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang.18 

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa penyelidikan 

merupakan upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas tentang 

kebenaran telah terjadi tindak pidana dan berusaha menemukan barang 

bukti yang berkaitan dengan tindak pidana itu sehingga dapat ditemukan 

pelaku yang sebenarnya dan bertanggungjawab atas tindak pidana 

tersebut.  

2. Pejabat Penyelidik 

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah: 

1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; 

2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh Undang-Undang. 

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 

kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

                                                           
18 M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 

hlm 56 
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b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa adanya 

tindak pidana; 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Mengambul sidik jari dan memotret seseorang; 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan tersangka atau saksi; 

i. Mengadakan penghentian penyidikan; 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan 

1. Pengertian Penyidikan 

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 

UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Pemeriksaan tersangka dihadapan penyidik guna memperoleh 

keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka 
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merupakan fokus penyidikan, terhadap tersangka harus diberlakukan 

asas akusatur, yaitu tersangka ditempatkan pada kedudukan manusia 

yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka harus dinilai sebagai 

subyek pemeriksaan bukan obyek pemeriksaan, karena perbuatan tindak 

pidana yang dilakukan yang menjadi obyek pemeriksaan. Tersangka 

harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak 

bersalah (presumption of innocence) sampai diperoleh putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Selanjutnya pada pemeriksaan tindak pidana diperlukan pula 

pemeriksaan terhadap saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya 

peristiwa pidana yang disangkakan. Pemeriksaan didahului dengan surat 

pemanggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan serta 

memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya 

panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut 

(Pasal 112 ayat (1) KUHAP). 

Tata cara pemeriksaan Penyidikan terhadap tersangka, ditinjau 

dari segi yuridis, antara lain: 

a. keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan 

tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (Pasal 

117 ayat (1) KUHAP);  

b. penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka 

dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan rangkaian kata yang 

dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);  
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c. Jika tersangka dan atau saksi yang harus diperiksa bertempat tinggal 

diluar daerah hukum penyidik yang menjalankan pemeriksaan, 

maka penyidik yang bersangkutan dapat membebankan 

pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di tempat kediaman 

atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHAP);  

d. Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan 

yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik 

yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik dapat datang sendiri 

ke tempat kediaman tersangka untuk melakukan pemeriksaan 

(Pasal 113 KUHAP). 

2. Pejabat Penyidik 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP terlihat pula adanya 

beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam rangka 

peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat (1) yaitu 

penyelidk adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-undang. 

Dalam hal ini penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 

(1) huruf b mempunyai wewenang sesuai Undang-undang yang 

mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan 

tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain yaitu 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Bedasarkan Pasal 2 PP No. 27 

tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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(KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan 

penyelidik yaitu: 

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-

kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi. 

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya 

berpangkat pengatur muda tingkat 1 (golongan II/b) atau yang 

disamakan dengan itu. 

E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 

1. Pengertian Polisi 

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan 

mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, 

termasuk pengertian Kepolisian. Hanya saja definisi tentang Kepolisian 

tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi 

dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian 

adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.19 

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata 

polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, 

                                                           
19  H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], 

penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53. 
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ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar 

hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (Pegawai 

Negara yang bertugas menjaga kemanan dan ketertiban).20 

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani 

“Politea””, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Van 

vollenhoven memasukkan “polisi” (“politei”) kedalam salah satu unsur 

pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-

bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan 

kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian 

bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain 

menjaga ketertiban dan ketentraman (orde en rust) dan 

menyelenggarakan kepentingan umum.21 

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu 

hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” 

adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, 

sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. 

Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan 

terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni 

tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-

undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara 

                                                           
20 W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 

Jakarta, hlm. 763. 
21  Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam 

Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6. 
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keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayom dan pelayan masyarakat.22 

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) 

Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat 

negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

tereliharanya keamanan dalam negeri. 

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas 

maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ 

atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah 

Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu 

lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam 

ketatanegaraan yangoleh undang-undang diberi tugas dan wewenang 

dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai 

fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-

undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif 

melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan 

apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang 

                                                           
22 Ibid. Hlm. 39 
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secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku 

di masyarakat. 

2. Fungsi Kepolisian 

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : 

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam 

masyarakat” 

 Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan 

dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari 

atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.23 

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian 

berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan 

yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan 

kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) 

lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) 

lingkungan kuasa waktu. 

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian 

yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk 

satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas 

kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi 

kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat 

                                                           
23 Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 

hlm. 13 
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kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar 

hukumnya. 

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas 

pekerjaanpekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat 

dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan 

ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan 

atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa 

serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. 

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:24 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b. Menegakkan hukum. 

c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu 

kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat. 

                                                           
24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di 

atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku 

penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:25 

a. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

b. Mencari keterangan dan barang bukti; 

c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; dan 

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 




